FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten
Gresik)

SKripsi

Oleh:
Sarah Ristya Putri
NIM. 05040421108

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Sarah Ristya Putri

NIM . 05040421108

Fakultas/Prodi . Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul . Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa
Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus
di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah,
Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2024

TEMPEL |
<9620 !

Sarah Ristya Putri
NIM. 05040421108



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama . Sarah Ristya Putri
NIM. ;05040421108
Judul . Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Mengelola Aspirasi Masyarakat Desa Perspektif Figh
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Banyuurip,
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi schingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Januari 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H
NIP. 19683292000032001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama  : Sarah Ristya Putri

NIM : 05040421108
Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, dan dapat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji T

Penguji |

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H. Dr. Lutfil Ansori, S.H.I:
NIP. 19680329200003200! NIP. 198311132015031001

Pengfji JII Penguji IV

c Nafiudin R.. M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 17 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




KEMENTERIAN AGAMA
\(,‘, ﬁ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
o

PERPUSTAKAAN
J1. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

§"B‘ 5;";{'\:1 )/\\M\"‘[}s E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama . Sarah Ristya Putri

NIM 05040421108

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address  : sarahristya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[ASekripsi [ Tesis [ Desertasi B3 Lanain (. couivmssasimsoassonssusssinmoness )
yang berjudul :

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA

ASPIRASI MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fullfext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN

Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.

Surabaya, 24 Desember 2024
Penulis

F

(Sarah Ristyfa Putri)

Vi



ABSTRAK

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi
masyarakat desa, khususnya di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah,
Kabupaten Gresik. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi
antara masyarakat dan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif untuk
mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Namun, dalam prakteknya, proses tersebut seringkali menemui
berbagai tantangan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi tersebut dengan
perspektif Figh Siyasah Dustiriyah, yaitu kajian tentang politik dan pemerintahan
dalam Islam, untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip figh dapat diterapkan dalam
tata kelola pemerintahan desa yang adil dan berpihak pada kepentingan umat. Hal
ini penting untuk memperkuat sinergi antara peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan nilai-nilai agama dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
penelitian empiris dan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa
Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dengan perspektif Figh
Siyasah Dustariyah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat
setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah desa
dalam pengelolaan aspirasi. Penelitian ini juga menghubungkan temuan empiris
dengan teori Figh Siyasah Dustariyah untuk menganalisis penerapan prinsip-
prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berfungsi
sebagai jembatan yang efektif dalam menyalurkan aspirasi ‘masyarakat kepada
pemerintah desa. Proses musyawarah yang dilakukan oleh'Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) belum mencerminkan prinsip-prinsip Figh Siyasah Dustiriyah, seperti
musyawarah (shura), keadilan, dan maslahat publik, dalam pengambilan keputusan
yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun demikian, tantangan dalam
pengelolaan aspirasi masyarakat masih muncul, seperti ketidakteraturan partisipasi
masyarakat dan kurangnya pemahaman yang merata tentang mekanisme Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

Saran dari penulis untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan
kolaborasi yang lebih baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Pemerintah Desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) melalui pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan
kinerja mereka dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat. Penting untuk
memperkuat transparansi dalam setiap keputusan yang diambil agar masyarakat
merasa lebih terlibat dan percaya pada proses pemerintahan desa. Dengan langkah-
langkah tersebut,
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